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BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 119 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2016-2020

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

bahwa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan
pembangunan gampong, perlu pengembangan kawasan
perdesaan yang bertujuan untuk mempercepat dan
meningkatkan pelayanan, pengembangan ekonomi dan
pemberdayaan masyarakat gampong melalui pendekatan
pembangunan partisipatif;

bahwa wuntuk mempercepat pengembangan kawasan
perdesaan sebagaimana yang diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor S5 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan
Perdesaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016-2020;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);



Menetapkan :

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh
Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 10);

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 (Lembaran
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 11);

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN
2016-2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas
Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
Bupati adalah Bupati Aceh Timur.

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang
berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang
berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
Pemerintah gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa
beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas
dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan utama  pertanian, perikanan, termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.



7.

Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan
antar gampong yang dilaksanakan dalam upaya
mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat gampong, melalui pendekatan
partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.

Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah
Tim yang menyelenggarakan pembangunan kawasan
perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang
selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan
berdasarkan prinsip:

I ENES

(2)

(1)
(2)

partisipasi;

holistik dan komprehensif;
berkesinambungan,;
keterpaduan;

keadilan;

keseimbangan;
transparansi; dan
akuntabilitas.

Pasal 3

Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk
mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,
pengembangan  ekonomi dan/atau  pemberdayaan
masyarakat gampong melalui pendekatan partisipatif
dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana,
program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang
ditetapkan.

Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diprioritaskan pada tema pengembangan
potensi dan/atau  pemecahan masalah kawasan
perdesaan.

BAB III
RENTANG KENDALI

Pasal 4

Pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada
dokumen perencanaan pembangunan kabupaten.
Dokumen perencanaan pembangunan kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Rencana
Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten.



Pasal 5

Rentang kendali pembangunan kawasan meliputi 7 (tujuh)

program prioritas, yaitu:

a. pemenuhan standar pelayanan minimum di gampong;

b. penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha
ekonomi masyarakat gampong;

c. pengembangan ekonomi kawasan untuk mendorong
keterkaitan gampong-kota;

d. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
berkelanjutan;

e. pengawasan implementasi peraturan perundang-undangan
tentang desa secara  sistematis, konsisten dan
berkelanjutan;

f. penguatan Pemerintah Gampong; dan
pembangunan sumber daya manusia, keberdayaan dan
modal serta sosial budaya masyarakat gampong.

Pasal 6

Kelembagaan pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan
oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 7

Pembangunan kawasan  perdesaan disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan.

BABII : Posisi Strategis Pembangunan Kawasan
Perdesaan.

BABIII : Delineasi Kawasan Perdesaan.

BAB IV : Potensi Unggulan Kawasan Perdesaan.

BABV : Konsep Pengembangan Potensi Kawasan

Perdesaan (Sistem Hulu-Hilir).
BAB VI : Indikasi Program dan Kegiatan (Financial Matrix).
BAB VII : Analisis Daya Ungkit Pengembangan Program.
BAB VIII : Penutup.

Pasal 8

Dokumen pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.



BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala pembiayaan yang timbul untuk pelaksanaan
pembangunan kawasan perdesaan di kabupaten dibebankan
pada APBK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal _ 12 Oktober 2017 M
21 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH TIMUR,
ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB
Diundangkan di Idi
pada tanggal _ 12 Oktober 2017 M
21 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd
M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. AC TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004




